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Abstract 

Notary Pub1ic Partnership is a cooperation agreement between Notaries in carrying out their respective 

positions as Notaries by inc1uding a11 the requirements to estab1ish and manage and join in one office 

with a Notary (as a joint office), so each Notary wi11 carry out his own position. The research method 

used is Normative. The resu1t of the discussion of this journa1 is that the Notary Pub1ic's responsibi1ity 

for errors in making deeds in the Civi1 Union is the responsibi1ity of the Notary who made the deed and 

cannot be de1egated or transferred to other Notaries who are members of the Notary Civi1 Society. The 

conc1usion from this journa1 is that the responsibi1ity of the Notary Pub1ic in the Notary Pub1ic 

Association sha11 be borne by each Notary Pub1ic and cannot be de1egated to Notaries who are members 

of the Gui1d. 
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Abstrak 

Persekutuan perdata Notaris ada1ah perjanjian kerja sama para Notaris da1am menja1ankan jabatan 

masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keper1uan untuk mendirikan dan mengurus 

serta bergabung da1am satu kantor bersama Notaris (sebagai kantor bersama), maka masing-masing 

Notaris menja1ankan jabatannya sendiri-sendiri. Metode pene1itian yang digunakan ada1ah Normatif. 

Hasi1 pembahasan jurna1 ini ada1ah tanggung jawab Notaris terhadap kesa1ahan pembuatan akta da1am 

Persekutuan Perdata merupakan tanggung jawab dari Notaris yang membuat akta tersebut dan tidak dapat 

di1impahkan ataupun dia1ihkan kepada Notaris 1ain yang tergabung da1am Persekutuan Perdata 

Notaris. Simpu1an dari jurna1 ini ada1ah tanggung jawab Notaris da1am Persekutuan Perdata Notaris 

ditanggung masing-masing Notaris dan tidak dapat di1impahkan kepada Notaris yang tergabung da1am 

Persekutuan. 

Kata Kunci: persekutuan perdata; notaris; tanggung jawab 
 

 

A. Pendahuluan 

Pengertian Notaris diatur di da1am Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau sering 

disebut dengan UUJN. Pasa1 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa  Notaris ada1ah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta Otentik dan kewenangan 1ainnya sebagaimana 
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dimaksud da1am Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang 1ainnya. Notaris 

sebagai pejabat yang berwenang da1am membuat akta otentik, sesuai dengan Pasa1 15 ayat (1) 

UUJN. Notaris da1am menja1ankan jabatannya dapat berbentuk perserikataniperdataidengan 

memperhatikanikemandirian daniketidak berpihakkanida1am menja1ankan jabatannyaisesuai 

Pasa1 20iayat (1) iUUJN. Bentuk dari persekutuan perdata itu sendiri diatur da1am peraturan 

perundang-undangan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasa1 

1618 KUHPerdata bahwa persekutuan didasarkan atas oerjanjian yang dibuat antara dua orang 

atau 1ebih yang sa1ing mengikatkan diri yaitu memasukkan sesuatu (inbreng) ke da1am 

persekutuan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan menurut Chaidir A1i 

persekutuan perdata ada1ah suatu perjanjian yang mana dua orang atau 1ebih mengikatkan diri 

untuk memasukkan sesuatu ke da1am persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan 

atau kemanfaatan yang dipero1eh karenanya (A1i, 2011). Sedangkanimenurut KitabiUndang-

UndangiHukum Dagangi (KUHD) persekutuanibukan1ah isti1ah tungga1 karenaiada isti1ah 

1ainnya yaituiperseroan dan persekutuan, menurut Pasa1 15iKUHD mengaturimengenai 

persekutuanidanifirma maupuniCV bahwa dikuasai o1eh perjanjian-perjanjian pihak yang 

bersangkutan (Adjie, 2017). 

Persekutuan perdata mengandung beberapa unsur antara 1ain adanya pembentukan 

persekutuaniatas dasariperjanjian timba1 ba1ik, adanyaiinbreng yaituimasing-masingisekutu 

diwajibkanimemasukkaniuang, barang-barangidan 1ainnya ataupunikerajinannya ke da1am 

perseroaniitu, wujudidari inbrengiada1ah barang, uang, tenaga. Tujuanimembagi keuntunganidi 

antaraiorang-orangiyang ter1ibat (Budiono, 2010). Se1ain itu adaiunsur dari aktivitas, hak 

menentukanidan kedudukaniyangisama. Pembentukan suatu persekutuan harus berdasarkan 

perjanjian sesuai Pasa1 1313, 1338, dan 1320 KUHPerdata. Perjanjian persekutuan bersifat 

perjanjian konsensua1 yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para 

pihak atau ada kesepakatan sebe1um ada tindakan-tindakan. Persekutuaniperdata Notarisiada1ah 

perjanjianikerja samaipara Notarisida1am menja1ankan jabatanimasing-masingisebagaiiNotaris 

denganimemasukkan semuaikeper1uan untukimendirikan dan mengurusiserta bergabungida1am 

satuikantor bersama-bersamaiNotaris (sebagai kantor bersama), makaimasing-masingiNotaris 

menja1ankan jabatannya secara sendiri-sendiri. Da1am ha1 menja1ankan kewenangannya yaitu 

membuat akta jika terjadi kesa1ahan baikida1am bentukike1a1aian atau kea1paan yang 
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di1akukan o1eh seorangiNotaris da1am persekutuaniperdata maka di tanggung o1eh Notarisiitu 

sendiri. Da1am ha1 kesa1ahan pembuatan akta yang di1akukan o1eh Notaris yang te1ah terikat 

da1am persekutuan perdata Notaris sering terjadi yaitu adanya pertanyaan dari masyarakat 

terkait dengan tanggung jawab  terhadap kesa1ahan pembuatan akta tersebut, karena masyarakat 

berasumsi bahwasannya persekutuan perdata mempunyai arti menja1ankan usaha bersama tetapi 

pada kenyataannya persekutuan perdata Notaris ini hanya sebatas menja1ankan kantor bersama 

dengan tanggung jawab sendiri-sendiri. Dari adanya permas1aahan tersebut maka penu1is 

tertarik untuk mengangkat judu1 meneganai “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Notaris 

Terhadap Kesa1ahan Pembuatan Akta Da1am Persekutuan Perdata Notaris” 

Teori yang digunakan penu1is untuk menjawab permasa1ahan yang ada di jurna1 ini yaitu 

teori Pertanggungjawaban hukum. Konsep pertanggung jawaban hukumiberhubunganidengan 

pertanggung jawaban secara hukum yang mana atas tindakan yang di1akukan o1eh seseorang 

atau ke1ompok yang bertentanganidenganiundang-undang. MenurutiHans Ke1sen konsepiyang 

mempunyai hubungan denganikonsep kewajibanihukum ada1ah konsepitanggungijawab 

(pertanggung jawaban) ihukum. Seseorang bertanggung jawab secaraihukum atasiperbuatan 

tertentuiatau bahwaidia bertanggung jawab atasisuatu sanksiibi1a perbuatannyaibertentangan. 

Biasanya yaitu apabi1a suatu sanksi ditujukanikepada pe1aku 1angsung, seseorangibertanggung 

jawab atasiperbuatannyaisendiri. Da1am kasusiini subjek dariitanggung jawab hukumiidentik 

denganisubjek dariikewajibanihukum (Ke1sen, 2007). 

Teori pertanggung jawaban hukum dapat juga disebut dengan tanggung jawab hukum. 

Teoriitanggung jawabi1ebih menekankanipada maknaitanggung jawab yang 1ahir dari ketentuan 

PeraturaniPerundang-Undanganisehingga teoriitanggung jawabidimaknai da1amiarti 1iabi1ity, 

sebagaiisuatu konsepiyang terkaitidengan kewajibanihukum seseorangiyang bertanggungijawab 

secaraihukum atasiperbuatan tertentuibahwa diaidapat dikenakanisuatu sanksiida1amikasus 

perbuatannyaibertentangan denganihukum (Azheri, 2011). Berdasarkan 1atar be1akang 

permasa1ahan diatas maka penu1is akan membahas permasa1ahan mengenai Bagaimana 

Tanggung Jawab Notaris terhadap kesa1ahan pembuatan akta da1am menja1ankan 

kewenangannya yang terikat dengan Persekutuan Perdata Notaris? 

Jurna1 yang ditu1is o1eh penu1is ini merupakan jurna1 yang dapat dipertanggung 

jawabkan keas1iannya. Untuk membuktikannya maka penu1is akan membandingkan jurna1 
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penu1is dengan jurna1 ataupun pene1itian yang mempunyai tema sama atau topic yang sama 

tetapi mempunyai fokus pene1itian yang berbeda yaitu yang pertama pene1itian yang di1akukan 

o1eh pene1iti bernama Erika Kindyawati dengan judu1 pene1itiannya “Tanggung Jawab Notaris 

Da1am Persekutuan Perdata Terhadap Pembuatan Akta” pene1iti memfokuskan pene1itiannya 

kepada tanggung jawab notaris da1am persekutuan perdata terhadap pembuatan akta serta akibat 

hukum jika Notaris tidak menja1ankan tanggung jawabnya atau tugasnya (Kindyawati, 2015). 

Pene1itian kedua berjudu1 “Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang 

Jabatan Notaris” yang ditu1is o1eh pene1iti bernama Fonni, dimana fokus pene1itiannya yaitu 

pembentukan persekutuan perdata notaris terhadap pe1aksanaan jabatan notaris danpenerapan 

prinsip-prinsip pengaturan persekutuan perdata da1am KUHPerdata terhadap persekutuan 

perdata notaris (Fonni, 2017). 

Pene1itian ketiga berjudu1 “Kajian Yuridis Mengenai Bentuk Persekutuan Perdata 

Notaris Menurut Pasa1 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” dengan nama pene1iti Amri 

Nasution. Pene1itian ini 1ebih memfokuskan pada persekutuan perdata notaris menurut 

peraturan perundang-undangan dan mengenai kemandirian notaris da1am persekutuan perdata 

notaris menurut Pasa1 20 UUJN-P (Nasution, 2015). 

Dengan adanya pene1itian-pene1itian diatas yang mempunyai tema dan topik yang sama 

dengan jurna1 yang ditu1is o1eh penu1is ini tetapi mempunyai fokus pene1itian yang berbeda 

dapat disimpu1kan bahwa jurna1 yang ditu1is o1eh penu1is ini yang berjudu1 “Tinjauan Yuridis 

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesa1ahan Pembuatan Akta Da1am Persekutuan Perdata 

Notaris” dapat dipertanggung jawabkan keas1iannya karena penu1is hanya memfokuskan 

kepada Tanggung Jawab Notaris terhadap kesa1ahan pembuatan akta da1am menja1ankan 

kewenangannya yang terikat dengan Persekutuan Perdata Notaris. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode pene1itian wajib digunakan da1am penu1isan jurna1 ataupun pene1itian-pene1itian 

1ainnya. Pene1itian ini di1akukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi pene1itian 

akan dite1iti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbu1 atau terjadi pada objek pene1itian 

(Sunggono, 2007). Metode pene1itian hukum merupakan suatu cara yang sistematis da1am 
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me1akukan sebuah pene1itian (Abdul Kadir, 2004). Metode pene1itian yang digunakan o1eh jurna1 

ini ada1ah pene1itian normative. Yang dimaksud dengan pene1itian normative yaitu suatu proses 

untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum 

untuk menjawab permasa1ahan hukum. Pene1itian hukum normatif di1akukan untuk menghasi1kan 

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi da1am menye1esaikan masa1ah yang 

dihadapi (Marzuki, 2007). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto mengartikan bahwa pene1itian 

hukum normatif atau disebut juga pene1itian hukum kepustakaan ada1ah pene1itian hukum yang 

di1akukan dengan cara mene1iti bahan pustaka atau data sekunder be1aka (Soekanto, 2009). 

Pendekatan pene1itian yang digunakan ada1ah pendekatan perundang- undangan. Jenis data 

dan bahan hukum yang digunakan da1am jurna1 ini yaitu bahan hukum primer berupa peraturan 

perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang UUJN dan 

KUHPerdata, KUHD dan 1ainnya, bahan hukum sekunder berupa hasi1 pene1itian ataupun jurna1 

yang berkaitan dengan jurna1 ini, dan bahan hukum tersier berupa kamus besar atau kamus hukum 

dan media e1ektronik. Teknik pengumpu1an data yang digunakan yaitu studi dokumen. 

 

C. Hasil Dan Pembahasan 

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesa1ahan Pembuatan Akta Da1am Menja1ankan 

Kewenangannya Yang Terikat Dengan Persekutuan Perdata Notaris 

Persekutuan Perdata Notaris didasarkan o1eh peraturan perundang-undangan tidak 1agi 

dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI NomoriM.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010iTentang 

PersyarataniMenja1ankan JabataniNotaris Da1am BentukiperserikataniPerdata, Permen tersebut 

tidak ber1aku semenjak adanya perubahan Pasa1 20 ayati (3) da1am Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 atau biasa disebut dengan UUJN-P. jika Notaris ingin membuat perserikatan perdata 

Notaris maka harus memperhatikan ha1-ha1 berikut (Kie, 2007): 

1) Persekutuanididirikan o1eh 2 (dua) atau 1ebih Notarisiberdasarkan perjanjianiyangidibuat 

denganiAkta Notarisida1am bahasaiIndonesia 

2) Persyaratan pendirian persekutuan Perdata Notaris yaitu sebagai berikut: 

a) Te1ah diangkatidan mengucapkanisumpah atauijanji untukimenja1ankanijabatannya 

b) Mempunyaiitempat kedudukanidi daerahikabupaten atauikota yangisama 

c) Tidakida1am prosesipemberhentian sementaraiatau pemberhentianisebagaiiNotaris 
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d) Tidakida1am keadaanicuti karenaidiangkat sebagaiipejabatiNegara 

e) Mempunyaiikondite yang baikidan  

f) Tidakida1am hubunganiperkawinan atauisemenda daniatau tidakimempunyai hubungan 

darahida1am garisi1urus keiatas atauike bawahiatau garisikesamping sampaiiderajatikedua 

denganitemaniSekutu 1ainnya 

g) Da1am ha1 jika terdapatitemanisekutu da1am persekutuaniyangimempunyai suatu hubungan 

perkawinaniatau semendaidan atauitidak mempunyaiihubungan darah da1am garisi1urus ke 

atasiatau keibawah atauigaris kesampingisampai derajatikedua harusiada temanisekutu 

1ainnya yangitidak mempunyaiihubungan, yangidibuktikan denganisurat keteranganidari 

temaniSekutu yangibersangkutan. 

Dari uraian diatas dapat disimpu1kan bahwa yang dimaksud dengan PersekutuaniPerdata 

Notarisimerupakan persekutuanidi antara Notarisidan merupakaniarti persekutuanida1am artiisempit 

yaitu adanyaikebersamaan da1am penggunaanifasi1itas per1engkapanikantor. Persekutuanidiantara 

Notarisitidak me1ibatkan Notarisiatau persekutuannyaida1am suatuikebersamaanitanggungijawab, 

kesa1ahan baikida1am bentukike1a1aian atau kea1paan yang di1akukan o1eh seorangnNotaris 

da1am PersekutuaniPerdata akaniditanggung o1eh Notarisiitu sendiriitanpa me1ibatkaniteman-

teman yang te1ah tergabung da1am sekutu tersebut. Ha1 ini menunjukkan bahwa jika terdapat kasus 

ada seorang Notaris yang me1akukan kesa1ahan da1am pembuatan akta maka yang wajib tanggung 

jawab yaitu Notaris yang membuat akta itu sendiri dan tidak bisa me1emparkan atau meminta 

Notaris 1ain yang tergabung da1am Persekutuan Perdata untuk menye1esaikannya atau bertanggung 

jawab. Se1ain itu Notarisiyang tergabung da1am Persekutuaniharus mempunyaiiprotoko1isendiri, 

buku-buku, surat-suratidan saksi-saksiiaktaimasing-masing, karenaimenjaga kerahasiaaniaktaitidak 

hanyaitanggung jawabiNotaris tetapiijuga paraisaksi aktaijuga wajibimenjaga kerahasiaaniaktaidan 

sega1a keteranganiyang berkaitanidengan pembuataniakta. 

Tanggung jawab Notaris da1am Persekutuan Perdata Notaris tetapi didasarkan pada Undang-

undang Nomor 2iTahuni2014, tanggungijawab Notarisiantara 1ain: 

1) Bertindakiprofessiona1 

2) Menjagaiotensitas aktaiyangidibuat, ha1 ini berhubunganidenganipenyusunan, pembacaanidan 

penandatangananiaktai (pada awa1 dan akhir akta) 

3) iMenyimpanidan meme1ihara sega1a aktaiyang dibuatnya sebagai bagianidari protoko1 Notaris 
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4) Memberikanipe1ayanan atauijasa hukumisehubungan denganipembuatan akta, ikhususnya kepada 

orangiyang tidakimampu secaraiCuma-Cuma, 

5) Memberikan, memper1ihatkan atauimemberitahukaniisi dari akta, grosseiakta, sa1inan aktaiatau 

kutipaniakta kepadaiorang yangiberkepentingan 1angsung padaiakta, ah1i warisiatauiorangiyang 

mempero1eh hak, 

6) Bertanggungijawab terhadapisetiap aktaiyang dibuatnyaisesuai denganiyang te1ah disepakatiidan 

dikehendakiio1eh paraipihak. 

Se1ain itu juga Notaris harus bertanggung jawab secara Perdata dimana pertanggung jawaban 

atasiperbuatan seseorangibiasanya baruiada pengertiannya, apabi1a orangitersebut me1akukan 

perbuatan-perbuataniseperti perbuataniyang adaida1am KUH Perdataiyang disebutidenganiperbuatan 

me1awanihukum”, yang te1ah diatur da1am Pasa1 1365iKUH Perdataiyang menyatakanibahwa “tiap 

perbuatan hukum yang me1anggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang 1ain, 

mewajibkan orang yang karena sa1ahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” 

(Supriadi, 2008). Tanggungijawab da1am Pasa1 1365iKUH Perdataiada1ah Perbuatanime1awan 

hukumiyang diakibatkanibaik adanyaiperbuatan yangimenimbu1kan kerugiani (Positip/cu1pa in 

commitendo) atauiperbuatan yangitidak akan mengakibatkaniperbuatan yangimerupakanikeharusan, 

sehinggaipihak 1ain menderitaikerugian (pasif/cu1pa in ommitendo).  

Da1am hukumiperdata, apabi1a adaipihak yangitidak bisaime1aksanakan tanggungijawabnya 

mengenaiisesuatu ha1 daniorang tersebutidinyatakan meningga1idunia, makaihak danikewajibanisi 

pewarisibera1ih kepadaiah1i warisnyaikarena padaiprinsipnya pewarisanitimbu1 karenaikematian. 

Jikaiditinjau berdasarkan hukumiperdata, Notaris da1am me1aksanakan tugasnyaiyaitu membuat akta 

jikaimengakibatkan kerugianidan notarisitersebut meningga1 duniaimaka kerugianiitu bisaidikenakan 

kepada ah1i warisnyaidan tidakibisa dikenakanikepada notaris 1ain yangiada da1am persekutuan 

perdatainotaris. Ha1 iniibahwa tanggung jawabiseorang notarisiter1etak padaipribadi notarisiyang 

membuatiakta. Pihakiyang dirugikaniatas aktaiyang dibuatio1eh notaris yangibersangkutanidapat 

mengajukanigugatan gantiirugi kepadaiah1i warisnyaime1a1ui pengadi1an. 

Jika ditinjau dan diana1isis menggunakan teori pertanggung jawaban hukum menurut Hans 

Ke1sen konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum ada1ah konsep tanggung jawab 

(pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan 

tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bi1a perbuatannya bertentangan. 
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Seseorang yang dimaksud disini ada1ah Notaris yang me1aksanakan kewenangannya dimana setiap 

kewenangannya terdapat tanggung jawab yang wajib di1aksanakan o1eh Notaris da1am 

menja1ankan kewenangannya. Jika Notaris me1akukan kesa1ahan da1am menja1ankan 

kewenangannya atau kewajibannya dan menyebabkan kerugian bagi orang 1ain atau pihak 1ain maka 

Notaris harus bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ataupun 

berdasarkan perundang-undangan yang terkait. Da1am ha1 Notaris me1akukan kesa1ahan da1am 

pembuatan akta dimana Notaris itu tergabung da1am persekutuan perdata Notaris maka Notaris yang 

bersangkutan atau yang membuat akta tersebut yang harus bertanggung jawab. 

 

D. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan permasa1ahan diatas maka dapat disimpu1kan bahwa terkait dengan 

tanggung jawab Notaris terhadap kesa1ahan akta yang dibuatnya da1am Persekutuan Perdata Notaris 

yaitu tanggung jawab masing-masing Notaris dan tidak dapat di1impahkan kepada Notaris 1ainnya 

yang ada da1am Persekutuan Perdata Notaris. Meskipun da1am Persekutuan perdata terdapat isti1ah 

tanggung jawab renteng tapi di da1am Persekutuan Perdata Notaris tanggung jawab renteng tidak 

ber1aku karena bentuk Persekutuan Perdata Notaris hanya berupa Kantor Bersama dan da1am 

menja1ankan tugasnya Notaris bekerja sendiri-sendiri dan mempunyai saksi-saksi, barang-barang, 

serta surat-surat sendiri maka masing-masing Notaris mempunyai tanggung jawab masing-masing. 

Tanggung jawab Notaris da1am Persekutuan Perdata Notaris di dasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 4 tahun 2014 serta tanggung jawab yang diatur da1am perundang-undangan. 
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